
BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan

yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi,

antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun

Anggaran 2019, dan sesuai dengan Keputusan Gubernur

Aceh Nomor 903/1391/2019 tanggal 22 Agustus 2019

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Pidie

Jaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019 dan

Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Qanun
Kabupaten Pidie Jaya tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran

2019;

Mengingat..



Mengingat : 1,

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang..



8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4683);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);

15. Peraturan..J



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

21. Peraturan..



21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5717);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 81);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27. Peraturan...



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123

Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan

kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Peruntukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor

19);

31. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Tahun 2008 Nomor 4);

32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

Dengan...



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

dan

BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE

JAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2019

semula berjumlah Rp 988.000.081.081,00,- bertambah sejumlah Rp

6.780.813.240,00,- sehingga menjadi Rp 994.780.894.321,00,- dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp 988.000.081.081,00,-
Rp 6.780.813.240.00.-

Rp 994.780.894.321,00,-

Rp 986.000.081.081,00,-

Rp 88.178.894.225,88,-
Rp 1.074.178.975.306.88.-

Rp (79.398.080.985,88),-

Rp 0,00,-
Rp 80.398.080.985.88.-

Rp 80.398.080.985,88,-

b. Pengeluaran...i



b. Pengeluaran

1) Semula Rp 2.000.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp fl.000.000.000.00.-1

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00,-

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 79.398.080.985,88,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 69.166.875.455,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.028.203.204.00.-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 74.195.078.659,00,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 624.155.758.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.954.767.544.00).-

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 622.200.990.456,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 294.677.447.626,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.707.377.580.00.-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah

setelah Perubahan Rp 298.384.825.206,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 6.480.000.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp_0,00,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp 6.480.000.000,00,-

b. Retribusi..



b. Retribusi Daerah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan

Rp 41.637.146.500,00,-

Rp $.028.203.204.00.-

Rp 46.665.349.704,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 2.790.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_0.00.-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.790.000.000,00,-

d. Zakat

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Zakat setelah Perubahan

Rp 3.000.000.000,00,-

EP_0,00,-

Rp 3.000.000.000,00,-

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula

2) Bertambah/fberkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

setelah Perubahan

Rp 15.259.728.955,00,-

Rp_0.00.-

Rp 15.259.728.955,00,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Transfer Umum

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Transfer Umum setelah Perubahan

Rp 455.544.911.000,00,-
Rp 608.181.000.00,-

Rp 456.153.092.000,00,-

b. Transfer Khusus

1) Semula Rp 168.610.847.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.562.948.544.00).-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 166.047.898.456,00,-

(4). Lain-lain...



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp 13.997.800.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 302.000.000.00.-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 14.299.800.000,00,-

b. Dana Darurat

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_0.00.-

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp 16.899.038.644,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.271.877.580,00.-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 20.170.916.224,00,-

d. Dana Penyesuaian

1) Semula Rp 176.461.115.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_0.00.-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 176.461.115.000,00,-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp 87.319.493.982,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 133.500.000.00.-

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pcmcrintan Daerah lainnya setelah Perubahan Rp 87.452.993.982,00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 531.473.228.887,00,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 2Q.2 12.962.371.88.-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

setelah Perubahan Rp 551.686.191.258,88,-

b. Belanja.



b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 454.526.852.194,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_ 67.965.931.854.00,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 522.492.784.048,00,-

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 315.998.755.137,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp (13.359.858.342.00.4

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 302.638.896.795,00,-

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00-

2) Bertambah/(berkurang) Eel 0,00-

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00-

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0.00-

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00-

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 4.398.900.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Bel (42.600.000.00.4

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahanÿ Rp 4.356.300.000.00,-

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 6.537.500.000,00,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 23.565.000.000.00.-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 30.102.500.000,00,-

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 0,00-
2) Bertambah/(berkurang) BSL 0.00-

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 0,00-

g. Belanja.1



g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah

Desa dan Partai Politik :

1) Semula Rp 202.538.073.750,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.963.491.100.00.-

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

Perubahan Rp 212.501.564.850,00,-

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 2.000.000.000,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_86.929,613.88.-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 2.086.929.613,88,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 24.501.256.700,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.085.457.500.00.-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 25.586.714.200,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan

Rp 250.064.542.252,00,-
Rp 38.198.481.991.00.-

Rp 288.263.024.243,00,-

c. Belanja Modal

1) Semula Rp 179.961.053.242,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 28.681.992.363.00.-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 208.643.045.605,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp

1) Semula Rp 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 80,398,080.985.88.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 80.398.080.985,88,-

b. Pengeluaran.J



b. Pengeluaran sejumlah Rp

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp 2.000.000.000,00,-

Rp (1,000.000.000.00.-1

Rp 1.000.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 80.398.080.985.88.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 80.398.080.985,88,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_0,00.-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya

setelah Perubahan Rp 0,00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp_0,00.-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula

2) BertambaK/(berlcura.ng)

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan

Rp 0,00,-

Ee_0*00.-

Rp 0,00,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp_0,00,-

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

setelah Perubahan Rp 0,00,-

f. Penerimaan..



f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00.-

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00,-

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) BR— 0,00,-

Jumlah Penerimaan Kembali Investasi Dana

Bergulir setelah Perubahan Rp 0,00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0.00.-

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp 0,00,-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula Rp 2.000.000.000,00-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.000.000.000.00.1

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00,-

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/(berkurang) Ee_ 0.00.-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang

setelah Perubahan Rp 0,00,-

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula Rp 0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) SiL- 0,00,,-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan

obligasi daerah setelah Perubahan Rp 0,00,-

Pasal 5..,



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahanjumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Perubahan Piutang daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Perubahan penyertaan modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

10.LampiranX Daftar Perubahan perkiraan penambahan dan pengurangan aset

lain-lain;

11.Lampiran XI Daftar Perubahan kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

12.Lampiran XII Daftar Perubahan dana cadangan daerah; dan

13.Lampiran XIII Daftar Perubahan pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7.



Pasal 7

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H

ATI PIDIE

% «

UB BIN*"ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH

yPATEN PIDIE JAYA,
4$

.ÿ.SETDAKAB}3'
\-—ABg)//RAHMAN

LENlBARAlfKABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 5

Nomor Register Qanun Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh : (3/72/2019)


